
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 84 rAr{UH 2O1g

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGENDALIAN PENDUDUK,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PERPMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2Ot'B
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2OlB tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teloeis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cia:rjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tugas, Fungsi, dan Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian PLnduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahtrn 2Ol4 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia l[omor Sag4i;

2. unda,g-Undang Nomor 2s rahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarntahan
Lembaran Negara Republik Ind6nesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonegia ' Tahun 2Ol4 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2OO9 Tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5080);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor IL4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2017 .tentang Pedoman Pembentukan dan
Klasifikasi Cabang' Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor a51);

Peraturan Mefrteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2Al8 Tentang Pedoman Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20lB Nomor 532);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5
Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2A06 Nomor 4
Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan
Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 20Lo
tentan,g Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja perangkat Daerah di
Lingkungan Pem'erintah Kabupaten Cianjur (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OL6 Nomor S1);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 66 Tahun 2OL6
tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2Ot6 Nomor 67);

t

4,

5.

6.

7.

9.

i0.

11.

8.
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12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 84 Tahun 2OlB
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
2 Tahun 2018 Tentang pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 84);

. MEMUTUSKAN :

MenetapKan :PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN
IATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGENDALIAN PENDUDUK PEMBERDAYAAN
PEREMPUAI-V DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEIVIBERDAYAAN PEREMPUAN. DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN CiANJUR.

t

BAB i
NBipNruAN uMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris

Daerah Kabupaten Cianjur
5. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten
Cianjur.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pengendalian penduduk,
Keluarga Berencana, Pembirdayaan Perempuan dan perlindungan
Anak Kabupaten Cianjur.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UprD
adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasionaldanlatau kegiatan teknis penunjang teitentu pada Dlnas atauBadan Daerah.

B. yPTD Pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan danPerlindungan Anak selanjutnya disingkat pSA adalah uprD
Pengendalian Penduduk, Pemberd"!"r.r, peremp,an dan
Perlindungan Anak (PSA) pada Dinas Pengendalian penduduk,
Keluarga Berer:cana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Cianjur.

9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD PSA pada Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana, Pembeidayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabppaten Cianjur.
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Kepala Sub Bagian Tata usaha selanjutnya disebut Kasubbag TU
adalah Kepala subb Bagian Tata Usaha uprD pSA pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur.
Kelompok Jabatan Peiaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang
bertanggung melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Kelompok Jab,atan Fungsional adalah Kelompok pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan
fungsi UPTD PSA pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cianjur

Tugas jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewefrang dan hak seorang pegawai dalam
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan;

Tenaga Penggerak Desa 6elanjutnya disingkat TPD adalah Kelompok
Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengendalian
penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cianjur.

Motivator Ketahanan Keluarga elanjutnya disebut Motekar adalah
Kelompok Non Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam
rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengendalian
penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cianjur.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

UPTD PSA adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas di bidang
pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di wilayah kerjanya.

UPID PSA sebagaimana dim.aksud ayat (1), dipimpin oieh seorang
Kepala yang berada"di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinas,

11.

12.

13.

14.

15.

(1)

(2)
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Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) UPTD PSA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi Dinas di bidang pengendalian penduduk, ketahanan
keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
UPTD P5A menyelenggarakan fungsi :

a. pen5rusunan rencana kegiatan UPTD PsA sesuai dengan
program dan kegiatan Dinas;.

b. penyiapan bahan koordinasi. teknis operasional di bidang
pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan
perempu"an dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan ypng berlaku.

c. pelaksanaan teknis operasional program pengendalian
penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak dalam lingkungan wilayah kerjanya.

d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama, serta advokasi dengan
unit kerja terkait sesuai dengan program kerja.

e. pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi teknis program
pengendalian penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak di wilayah kerjanya.

f. pengkoordinasian tugas penyuluh sesuai rencana kerja yang
di tetapkan.

g. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian,
arsip dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan laporan kegiatan
UPTD PsA sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ORGANISASi

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi UPTD PsA, terdiri atas :

1. unsur pimpinan adalah Kepala;
2, unsur pembantu pimpinan adalah Kasubbag Tata Usaha;
3. unsur pelaksana adalah Kelompok 'Jabatan Pelaksana dan

Kelompok Jabatan Fu5rgsiona.l di bidang pengendalian penduduk,
ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5
Susunan organisasi UPTD PSA, terdiri atas :

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Pelaksana;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS POKOK bAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

K;Rala

Pasal 6
(1) UPID PSA dipimpin oleh seorang Kepaia.

(2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan uprD
PsA dalam melaksanakan tugas teknis operasional Dinas di
bidang pengendalian penduduk, ketahanan keiuarga,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada wilayah
kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undanga, yang
belaku.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala menyelenggarakan fungsi :

a- penetapan penyusunan rencana kerja uprD p5A sesuai
dengan program dan kegiatan Dinas;

b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi teknis operasional
di bidang pengendalian pengendalian penduduk, ketahanan
keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan teknis operasional program pengendalian
penduduk, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan
dan perrir:dunga.n anak di wilayah kerjanyu ,."rui ketentuanperaturan perundang_undaqgan 

;

d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama, serta advokasi denganunit kerja terkait sesuai dengan program kerja;
e. pengkoorcinasian tugas penyuluh sesuai rencana keria yang

di tetapkan;

f. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaiart,
arsiparis dan ketatausahaan sesuai dengan ketentuan
dan/ atau peraturan perundang-undangan;

g. pelaksanaan monitoring,.evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugaS bawahan secara berkala di lingkungan
UPTD P5A;
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pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peiaporan pelaksanaan
kegiatan UPTD PSA; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kasubbag TU.

(2) Kasubbag TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan
mengendalikan pengelolaan urusan administrasi umu.m,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian
penyusunan rencana kegiatan serta melaksanakan penyusunan
evaluasi dan laporan kegiataq UPTD P5A sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang bdrlaku.

(3) Untuk melaksanakan tlrgas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kasubbag TU menyelenggarakan fungsi :

h.

a,

b.

C.

f.

j.

1.

d.

e.

h.

k.

penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;

penyiapan dan penyusunan rencana kerja UPTD P5A;

pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan
hubungan UPTD PSA;

pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga meliputi
perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan
pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan
UPTD PSA;

penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan pegawai di
lingkungan UPTD PSA;

pengarahan dan pengendalian pelaksanaan tugas staff
berdasarkan rencana kerja yang di tetapkan.

penyusunan dan pemeriksaan konsep surat tugas
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
p_enyxsunan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan
UPTD P5A;

pelaksanaan koordinasi, konsultasi dengan unit organisasi di
lingkungan UPTD PSA dan latau Lembiga iain yang terkait
Sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
UPTD P5A;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporai-r hasil pelaksanaan tugas
dan kegiatan Sub bagian Tata Usaha; dan

pelaksana-an tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh Kepala
UPID sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

m.
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Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal B

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD PSA sesuai
dengan jabatannya.

Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud'pada ayat
(1) terdiri atas sejumlah Jabatan Pelaksana yang ditetapkan pada
bidang pengendalian penduduk, ketahanan keluarga,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai
ketentuan peraturan pgrundang-undangan.

Setiap pemangku Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD
dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PsA.

Jenis, jumlah dan jenjang j{Uatan pelaksana tersebut pada ayat
(2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan
berpedoman kepada pefaturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi UPTD PSA sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahiiannya.

Setiap pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD dan
bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PsA.

Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat
(2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala UPTD PSA wajib melaksanakan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara
vertikal maupun horizontal.

Kepala UPTD PsA wajib 'memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan, pengendalian, dan
petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
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(3) Kepala UPTD PSA wajib melakukan hubungan kerjasama secara
fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang
berlaku secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 1 1

(1) Kepala UPID PsA dalam pelaksanaan ' tugasnya
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Motekar dalam hal promosi
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(2) Kepala UPTD PsA dalam pelaksanaan tugasnya
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TpD dalam hal
pengendalian penduduk, ketahanan k-eluarga, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.

(3) Kepala UPTD PsA flalam melaksanakan tugasnya
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Layanan posyandu.

(4) Kepala UPTD PsA dal4m pelaksanaan tugasnya berkoordinasi
dengan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal
penggerakan masyarakat di dalam pengendalian penduduk,
ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

( 1) Kepala UPTD PSA wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta
menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(2) setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD psA dari
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan
laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahannya.

(3) Dalam menyampaikan laporan, tembusannya disampaikan kepada
satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam ha1 Kepala UPTD P5A berhalangan, Kepala UirfO pSA menunjuk
Kasubbag TU dan/atau jabatan fungsional sesuai dengan bidang
tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.
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BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD PSA berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten cianjur serta 

"um-bir 
pembiayaan lainnya yang

sesuai ketentuan peraturan perundang-und..rg.rr.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) UPTD Pengendalian pbnduduk, pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak (psA) dan Kasubbag Tu diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati cianjur atas usul kepala Dinas.

(2) Kepala Pengendalian pendud,uk, pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak (psA) berkewajiban dan bertanggungjawab
dalam mempersiapkan b.ahan penentuan kebijakan refala Dinas
di bidang kepegawaian. 4'

BAB VIII

KETENTUAN PBNUTUP

Pada saat peraturan Bupati ,", ::;:l i3r,"u, :

(1) Peraturan Bupati cianjur Nomor s4 Tahun 2oog tentang
Pembentukan Pusat pembinaan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kibupaten cianjur
Tahun 2OO9 Nomor 54).

(2) Peraturan _Bupati cianjur Nomor ss rahun 2oog tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pembinaan Keluarga Beren cana
dan Pemberda5,6lan Perempuan pada Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdal'aan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten cianjur
Tahun 2OO9 Nomor 55)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d"iundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Cianjur.

okan di Ciaraiur
anssal I D.icalor &$ts

PATI CIANJUR,

Diundangkan di Cianjur
5 trffiffib;ffi SOf$

ffi&nrs DAERAH KABUPATEN CTANJUR,

:;l::5''

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN gfil$ NoMoR fi*

'/-*,
a./


